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KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 

tanggal 27 September 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah maka 
dalam usaha untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kegairahan kerja dan 
meningkatkan kesejahteraan pegawai di pandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan lima 
hari kerja dalam satu minggu di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Pusat dan Perwakilan Daerah; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut setelah melaksanakan uji coba penerapan lima hari 
kerja dalam satu minggu di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Pusat dan Perwakilan di Daerah selama satu tahun sesuai Surat Keputusan Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-577/K/1994 tanggal 27 September 
1994;  

c. bahwa berdasarkan evaluasi selama satu tahun uji coba dilaksanakan di lingkungan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan Perwakilan di Daerah, dipandang perlu 
pengaturan lebih lanjut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Nomor 3176);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Ta- hun 1995 Tentang Harj Kerja di 

lingkungan lembaga Pemerintah;  
 
Memperhatikan: Surat Perintah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SPRIN 

622/K/199S Tanggal 14 Juli 1995 Tentang Disiplin dalam lingkungan BPKP;  
 

MEMUTUSKAN: 
DENGAN MENCABUT SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN NOMOR KEP. 577/K/1994 TANGGAL 27SEPTEMBER 1994;  
 
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

TENTANG PELAKSANAAN LIMA HARI KERJA DALAM SATU MINGGU DI 
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGU NAN;  

 
Pasal 1 

Hari Kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, baik di Pusat maupun di Perwakilan 
Daerah ditetapkan lima hari kerja dalam satu minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.  

 
Pasal 2 

Jumlah jam kerja efektif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan baik di Pusat maupun di 
Perwakilan Daerah dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah 44 jam dan ditetapkan sebagai 
berikut :  
a) Jam masuk kantor adalah pukul 07.15 waktu setempat;  
b) Jam istirahat pada hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 12.15 sampai dengan 13.00 waktu setempat;  
c) Jam istirahat pada hari Jumat adalah Pukul 11.30 sampai dengan 13.15 waktu setempat;  
d) Jam tutup kantor adalah pukul 17.00 waktu setempat.  

 
Pasal 3 

Semua Pejabat dan pegawai non pejabai yang bertugas di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan baik di Pusat maupun di Perwakilan Daerah yang bertugas di Kantor BPKP dan yang bertugas 
sebagai pemeriksa di Obyek Pemeriksaan dalam Kota untuk setiap harinya (pagi hari) jam masuk kantor dan (sore 
harinya) jam tutup kantor mengisi daftar hadir di Kantor BPKP sesuai dengan jam kerja seperti tersebut pada Pasal 
2.  



 

 

 
Pasal 4 

Dikecualikan dari ketentuan pada pasal 3 adalah :  
Pejabat dan pegawai non pejabat yang bertugas sebagai pemeriksa yang ditugaskan melakukan pemeriksaan di 
Obyek pemeriksaan di dalam kota bila dinilai oleh Pimpinan unit kerja kondisinya tidak memungkinkan.  
 

Pasal 5 
Keputusan ini berlaku surut mulai pada tanggal 1 Oktober 1995. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth.:  
1. Presiden Republik Indonesia;  
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;  
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;  
5. Kepala Badan Administrsi Kepegawaian Negara; 
6. Para Deputi Kepala BPKP;  
7. Para Kepala Direktorat/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP.  
 

DITETAPKAN DI: JAKARTA 
PADA TANGGAL:  4 Desember 1995  
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